KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

NOMOR : 130/03-KSB/427.11/2020
NOMOR : 005.3/UN10/KS/2020

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA

Pada hari ini Jumat tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh (17-01-2020)
bertempat di Malang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. THORIQUL HAQ, M.ML

2. Prof Dr. Ir. NUHFIL HANANI AR, MS

Bupati Lumajang, yang diangkat berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :
131.35-5843 Tahun 2018 tanggal 5 September
2018 Tentang Pengangkatan Bupati
Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten
Lumajang, yang didirikan berdasarkan hukum
Negara Republik Indonesia, berkedudukan
dan berkantor di Jalan Alun-alun Utara No. 7
Lumajang Jawa Timur, untuk selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

Rektor Universitas Brawijaya, yang diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
314/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Juni 2018,
berkedudukan di Jalan Veteran Malang 65145,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan

masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama yang tertuang dalam kesepakatan
bersama tentang Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:
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PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah mensinergikan kemampuan dan fungsi dalam
Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Lumajang Jawa Timur.

. Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama pendidikan, penelitian,
kajian, konsultasi, peningkatan kualitas SDM maupun pendampingan dalam perumusan
dan penyusunan kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, PARA PIHAK
akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan
memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.

Program-program kerjasama yang akan dilakukan antara lain dalam bentuk:

a. Penyelenggaraan kerjasama akademik;

b. Peningkatan Kualitas pendidikan dan peningkatan kerjasama penelitian, kegiatan
iimiah dan pengabdian kepada masyarakat;

c. Pengembangan sumberdaya manusia;

d. Kegiatan lain yang dipandang perlu, saling menguntungkan dan bermanfaat bagi
PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

. PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan mengatur lebih lanjut
tentang tugas, Hak dan Kewajiban PARA PIHAK serta hal-hal lain yang dipandang perlu;

. PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) di lingkungan PIHAK KESATU, sesuai tugas dan fungsinya.

. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada organisasi/satuan kerja di
lingkungan PIHAK KEDUA, sesuai tugas dan fungsinya.

. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

. Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diadakan evaluasi kinerja paling
sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas merupakan masukan guna
mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.
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PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal
ditandatangani dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan
kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

2. Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK
dan rancangan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya
masa berlaku Kesepakatan Bersama ini.

3. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada
PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan
diakhirinya masa berlaku Kesepakatan Bersama ini.

4. Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau tidak menyebabkan berakhirnya
perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya
Kewajiban dan Hak PARA PIHAK.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi
beban PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali
ditentukan lain dalam Kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT

1. Apabila terjadi perselisihan dalam Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat
akan menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat;

2. Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak tercapai,
PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan.

PASAL 7
FORCE MAJEUR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banijir, tanah longsor,
angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang
dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat
mengganggu kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK akan
melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam keputusan bersama dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah
dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam
Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati oleh PARA PIHAK;

2.  Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal lain yang perlu atau belum cukup
diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian hari dan dituangkan
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secara tertulis dalam suatu Perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

3. Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana telah
dituangkan di dalam Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak
tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

PASAL 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipatuhi bersama oleh PARA PIHAK dan
ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas
dengan dibubuhi cap/stempel instansi dalam 2 (dua) rangkap dibubuhi materai yang cukup
dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

AK KEDUA PIHAK PERTAMA
SIPAS BRAWIJAYA = PEMERINTAH KABUPATEN
Zan O | "LUMAJANG
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